
I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Banyak sekali kasus tentang kenakalan anak maupun anak yang melakukan tindak pidana di

Indonesia. Persoalan kemiskinan seringkali menjadi alasan bagi anak-anak untuk melakukan

berbagai kegiatan yang menyeret mereka pada situasi kekerasan itu. Keadaan ekonomi didalam

keluarga dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya menjadi suatu pemicu bagi si anak

umtuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti berkelahi, mencuri, mengkonsumsi narkoba

dan sebagainya

Secara hukum, hak asasi anak salah satunya mendapatkan perlindungan hukum. Ini berarti

bahwa setiap anak yang menjadi pelaku, korban atau saksi tindak pidana wajib dilindungi hak

asasinya. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum atas keadilan anak.

Setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak  untuk dijaga identitasnya dari publik.

Media massa mempunyai peranan penting dalam menjaga rahasia identitas anak sebagai pelaku

tindak pidana. Namun terkadang tidak sedikit wartawan yang tidak mengerti hukum dan juga

kode etik wartawan, sehingga sering terjadi pelanggaran hak anak yang menjadi pelaku tindak

pidana dengan tidak merahasiakan identitas si pelaku. Si pelaku akan mengalami beban mental

akibat pemberitaan di media massa dan muncul labelisasi terhadap pelaku.



Media massa merupakan bentuk sarana bagi orang untuk mengekspresikan pikiran atau

pendapatnya. Media massa juga berperan penting dalam memajukan kecerdasan bangsa karena

media massa merupakan sarana pembelajaran yang efektif. Media massa dalam hal ini terdiri

dari media elektronik seperti televisi, radio bahkan yang lebih modern saat ini internet dan media

cetak seperti surat kabar, majalah, buku dan sebagainya.

Berita yang di sajikan oleh media massa merupakan hasil dari jurnalistik di dalam

mengumpulkan suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan mengelolahnya  menjadi

suatu informasi yang di tujukan kepada masyarakat. Oleh karena itu peran jurnalistik sangat

menentukan hasil dari pemberitaan yang di siarkan oleh media massa.

Setiap hari kita sering menyaksikan di media cetak maupun media elektronik nama anak pelaku

tindak pidana di cantumkan secara lengkap. Bahkan terkadang wajah anak tersebut jelas-jelas di

tayangkan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat 2

huruf g tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum

dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebuktan bahwa “Proses

penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan’’. Ini berarti bahwa didalam

penyidikan polisi wajib menjaga identitas pelaku tindak pidana agar tidak diketahui oleh banyak

masyarakat. Polisi menjaga identitas pelaku ditujukan untuk membatasi wartawan dalam

melakukan publikasi terhadap anak, sehingga nama, alamat, dan keluarga pelaku tidak

dipublikasi dalam meddia massa. Selain itu, wartawan juga mempunyai kode etik yang melarang

wartawan untuk menyiarkan dan menyebutkan identitas anak pelaku tindak pidana dalam media

massa. Bahkan lebih jelas lagi mengenai perlindungan anak dari media massa tercantum pada



Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) yaitu “Setiap anak

yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak

dirahasiakan identitasnya”.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa memublikasikan identitas anak pelaku tindak

pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak

asasi anak yang termuat didalam Undang-Undang perlindungan anak. Oleh karena itu

pemeriksaan, penyidikan dan proses hukum lain yang menyangkut anak tersebut harus

dirahasiakan terkait identitas anak tersebut. Maka, baik media massa, maupun pihak penegak

hukum, sudah sepatutnya memerhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak.

(http://www.kompas.com)

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), hak-hak anak yang melekat dalam diri setiap anak,

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut. Hak-hak itu menyangkut  hak

untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan dan hak untuk menyatakan

pandangan-pandangannya secara bebas. Ada empat prinsip umum dari KHA yang telah berhasil

dirumuskan Komite Hak-hak anak PBB.

Pertama, non diskriminasi, artinya semua hak anak yang diakui dan terkandung didalam KHA

harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun. Artinya tanpa memandang

perbedaan ras, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis,

latar belakang sosial, status kepemilikan, kemampuan yang berbeda, status kelahiran, baik dari

anak sendiri maupun dari orang tuanya atau walinya yang sah.



Kedua prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya dalam semua tindakan yang

menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau

swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang

terbaik bagi anak harus menjadi peetimbangan utama.

Ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini menyangkut arti

bahwa  setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara menjamin

kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.

Keempat, penghargaan terhadap pertisipasi anak , artinya anak yang memiliki pandangan-

pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan  pandanga-pandangannya secara bebas

dalam semua hal yang mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut harus dihargai sesuai

tingkat usia dan kematangan anak. (http://www.kapanlagi.com)

Sebagaimana diketahui, pemerintah indonesia sudah meratifikasi KHA sejak tahun 1990. Itu

artinya pemerintah berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak

Indonesia. Soal anak, yaitu mereka yang berusia 18 tahun, sesuai kodratynya, adalah rentang,

tergantung dan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus, karena itu anak memerlukan

perawatan dan perlindungan khusus agar bisa berkembang secara penuh, baik fisik maupun

mental. Sayangnya, banyak jurnalis yang belum memahami KHA. Padahal secara eksplisit. KHA

menempatkan media massa sebagai salah satu pihak yang berperan dalam mengawasi dan

memonitor implementasi konvensi di setiap negara.

Sudah tentu kode perilaku tidak dapat dipisahkan dari idiealisme pemilik dan pengelola media

massa. Hal ini berangkat dari dari kenyataan bahwa media massa sesalu berwajah ganda. Di satu



sisi ia menjalankan fungsi bisnis untuk kelangsungan usahanya, namun di sisi lain ia

menjalankan fungsi sosial memenuhi hak informasi masyarakat. Tarik-menarik peran inilah yang

akan menguji sejauh mana sebuah institusi media massa memiliki kepedulian terhadap hak anak.

Sebagai contoh, Bogor, Kompas - Endi Junaedi (13) menganiaya Saliyem (43) dan Biyantusti

Caniago (35) dengan gunting dan pisau dapur di rumah korban di Jalan Dalurung Raya,

Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Senin (30/3) sekitar pukul 10.30.

Dia mengaku menganiaya karena ingin memiliki sepeda merah milik anak Biyantusti.Polisi

menyita gunting dan pisau serta sejumlah barang korban yang berlumuran darah korban. Disita

pula satu karung plastik dan satu bilah ganco pemulung. ”Dia menganiaya korban dengan

gunting dan pisau dapur,” kata Kepala Unit Reserse Polsek Kota Bogor Utara Aiptu Wawan

Setiawan.

(http://www.kompas.com/19 Agustus 2011)

Dalam contoh kasus di atas, Endi Junaidi (13) tergolong anak yang melakukan tindak pidana

sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 Nomor 1 yang menyebutkan bahwa

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi

belum mencapai umur 18 tahun danbelum pernah kawin”. Endi mempunyai hak-hak yang harus

terpenuhi sebagai anak yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah hak untuk

merahasiakan identitas dari pemberitaan media massa. Namun dalam contoh kasus di atas nama

Endi jelas tertulis secara lengkap dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 pasal 64 ayat 2 huruf g Tentang Perlindungan anak bahwa “perlindungan anak yang

berhadapan dengan hukum dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk



menghindari labelisasi”. Dalam hal ini, media masa bulum sepenuhnya mengetahui apa saja hak-

hak anak yang harus terpenuhi sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Peran media massa sangatlah penting dalam melindungi dan menjaga hak-hak anak sebagai

pelaku tindak pidana. Media massa diharapkan tidak mengekspos secara berlebihan, supaya tidak

menjadi beban mental bagi si anak. Dalam menangani pubikasi anak pelaku tindak pidana, media

massa haruslah sesuai dan berpedoman pada aturan-aturan hukum dan kode etik anak, agar tidak

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dala penulisan skripsi

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat 2

huruf g tentang perlindungan anak dalam upaya perlindungan identitas pelaku tindak

pidana dari publikasi media massa?

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat di dalam melindungi hak-hak anak pelaku

tindak pidana dari publikasi media massa?

2. Ruang lingkup

Adapun Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini dibatasi pada bidang ilmu hukum pidana, maka

penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat 2 huruf g tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana

dari media massa, serta mengkaji tentang hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam

melindungi identitas anak pelaku tindak pidana dari publikasi media massa.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat 2

huruf g Tentang Perlindungan anak dalam upaya melindungi hak-hak anak pelaku tindak

pidana dari publikasi media massa.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan didalam melindungi identitas anak pelaku tindak

pidana dari publikasi media massa.

2.  Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

secara teoritis kegunaan penelitian ini berguna untuk dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum dan menambah perbendaharaan kepustakaan

hukum

b. Secara Praktis

secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi kalangan

wartawan, perusahaan media massa, masyarakat dan juga aparat penegak hukum.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan

terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian. (Soerjono Soekamto 1986:24)

Semua tersangka pelaku tindak pidana dewasa mempunyai hak-hak yang harus mereka dapatkan,

mulai dari proses penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Hak-hak tersebut harus terpenuhi

sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila suatu tindak

pidana pelakunya adalah anak-anak, maka hal tersebut menempatkan pada posisi khusus dengan

mengacu pada Undang-Undang tentang perlindungan anak dan Undang-Undang tentang

pengadilan anak.

Skripsi ini membahas tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 64

ayat 2 huruf g tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dari media massa. Untuk

mempertajam fakta tersebut sangat penting untuk mengetahui pasal-pasal dalam peraturan hukum yang

berlaku menyangkut fakta tersebut dan teori-teori serta interpretasi para ahli.

“Menurut Fullan implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau
seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan
perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah
dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah
suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau
harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar
dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan
tingkat pelaksanaan yang berbeda.( Nurdin dan Usman, 2002:70)”

Tahap-tahap pendekatan:



1. Menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum

desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan

penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan

mendemosntrasikan metode pengajaran yang diugunakan

2. Menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih

menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan).

Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-

sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan

hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara

pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang

mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh

masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru

dipandang sudah lengkap.

3. Memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi

dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah

direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

.(Nurdin dan Usman, 2002:70)

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus

yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau

penelitian atau apa yang diteliti.

(Sarjono Soekamto 1986: 132)



Dalam penulisan skripsi ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istila yang akan

digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup sehingga mempunyai batasan yang jelas

dan tepat dalam penggunaanya.

Adapun istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perubahan dan sebagainya)

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:43)

2. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin Usman, 2004:70)

3. Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh

pemerintah (badan eksekutif), disahkan oleh parlemen (badan legislatif), ditandatangani oleh

kepala negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat. (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 2002:1245)

4. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan. (Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)

5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi

pidana (Wirjono projdodikiro, 1986:55)

6. Media massa adalah sarana dari saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan

berita dan pesan kepada masyarakat luas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:586

7. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada

di pusat dan di daerah, tugas dan wewenangnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

(Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Penyiaran)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini, maka penulis menyusun

kedalam lima bab, yang isinya mencerminkan susunan dan ciri sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Merupakan bab yang isinya memuat latarbelakang penulisan, dari uraian latar belakang tersebut

kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta

memberikan batas-batasan penulisan. Selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan

dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjau Pustaka

Dalam bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang

pokok bahasan mengenai pengertian anak pelaku tindak pidana dan batqasan umur, penyidikan

anak, media massa, hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan identitas anak,

kode etik wartawan, pengaturan penyiaran.

II. Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang

emnunjukan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber

dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengelolahan data serta analisis data



IV. Pembahasan

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam

penulisan ini, yaitu batasan-batasan yang menjadi acuan bagi media massa dalam melakukan

publikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana implementasi Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 64 ayat 2 huruf g Tentang Perlindungan anak dalam

melindungi rahasia identitas anak pelaku tindak pidana dari publikasi yang dilakukan oleh

wartawan.

V. Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah

dilaksanakan, selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok

permasalahan yang ada didalam skripsi ini
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